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ABSTRAK 

Mohtar Razik, 201910115271, Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa 

Kresna 

     Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko yang mempunyai 

kegunaan yang positif bagi masyarakat. Masyarakat yang khawatir atas risiko 

yang belum diketahui secara pasti tersebut, membuat pemikiran bahwa perlu 

adanya suatu lembaga atau suatu usaha yang menanggung setiap risiko yang 

akan diderita oleh masyarakat nantinya. Dalam kegiatannya perusahaan asuransi 

diawasi oleh OJK, pengawasan yang dilakukan oleh OJK tresebut bertujuan 

agar kegiatan yang dilakukan perusahaan asuransi itu berjalan sesuai aturan dan 

tidak merugikan para nasabahnya. Penelitian dengan judul “Kewenangan 

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada 

Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna”. Memiliki rumusan masalah bagaimana 

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atas gagal bayar polis asuransi dalam 

melakukan pengawasan di sektor perasuransian serta upaya hukum apa sajakah 

yang dapat dilakukan oleh nasabah atas gagal bayar polis asuransi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk bentuk pengawasan OJK terhadap kasus gagal bayar 

polis asuransi dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas 

gagal bayar polis tersebut. 

     Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif 

dalam menganalisa permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan 

cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Landasan teori 

yang digunakan yaitu teori pengawasan dan teori perlindungan hukum. 

     Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam 

suatu perjanjian asuransi tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengawasan yang kurang optimal yang dilakukan oleh OJK dapat menyebabkan 

kerugian bagi para nasabah perusahaan asuransi. Sehingga diperlukan upaya 

hukum untuk para nasabah agar mendapatkan hak-haknya yang belum dipenuhi 

akibat gagal bayar polis tersebut. 

Kata Kunci : Pengawasan, OJK, Gagal Bayar, Asuransi. 
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ABSTRACT 

Mohtar Razik, 201910115271, Otoritas Jasa Keuangan Supervision Authority for 

Failure to Pay Insurance Policy at Kresna Life Insurance Company 

 

     Insurance is a form of risk transfer that has positive uses for society. People who 

are worried about the risks that are not yet known with certainty, think that there 

needs to be an institution or a business that bears every risk that will be suffered by 

the community later. In its activities, the insurance company is supervised by the 

OJK, the supervision carried out by the OJK is intended so that the activities carried 

out by the insurance company run according to the rules and do not harm its 

customers. Research with the title "Supervision Authority of the Financial Services 

Authority for Failure to Pay Insurance Policies at the Kresna Life Insurance 

Company". Has a formulation of the problem how the authority of the Financial 

Services Authority for default on insurance policies is to carry out supervision in 

the insurance sector and what legal remedies can be taken by customers for default 

on insurance policies. The purpose of this research is to form OJK supervision of 

cases of default on insurance policies and what legal remedies can be taken by 

customers for default on these policies. 

     This research uses the normative juridical research method in analyzing the 

problems carried out based on legal materials by using theories, concepts, legal 

principles and statutory regulations related to this research. The theoretical basis 

used is the theory of supervision and the theory of legal protection. 

     Based on the analysis carried out, it was concluded that in an insurance 

agreement it does not always work as expected. Less than optimal supervision 

carried out by the OJK can cause losses for insurance company customers. So that 

legal action is needed for customers to get their rights that have not been fulfilled 

as a result of default on the policy. 

 

 

Keywords: Supervision, OJK, Default, Insurance. 
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